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P U T U S A N 

Nomor  215/Pdt.G/2016/PA Crp 

حۡ ٱللهِۡٱمِۡبِسۡ   ـۡلرَّ حِيمِۡٱنِۡمَ لرَّ  

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 Pengadilan  Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu  pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Talak antara: 

Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam,pendidikan DIII, pekerjaan tani, 

bertempat tinggal di  Kabupaten Kpeahiang, sebagai 

Pemohon; 

melawan 

Termohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  dagang, 

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai 

Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa,  Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 

April 2016 yang telah didaftarkan di  kepaniteraan Pengadilan Agama Curup 

dengan register Nomor 215/Pdt.G/2016/PA Crp tanggal 5 April 2016 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah 

pada hari Jum’at di Kantor KUA Kecamatan Curup .pada tanggal 5 Maret 

2007 dengan wali nikah adik kandung Termohon dengan mahar berupa 

emas 24 (dua puluh empat) gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku 

Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  217/22/III/2007  yang  dikeluarkan  oleh   KUA  

Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong,  tertanggal 5 Maret 2007; 

2. Bahwa  status  pernikahan  antara  Pemohon  dan  Termohon  adalah duda  

dengan tiga orang anak dan  janda dengan empat orang anak; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga 

di rumah orang tua Termohon  di kelurahan Pensiunan Depan selama lebih 

kurang tujuh tahun sembilan bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah; 

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul 

sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak; 

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu 

mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan; 

- Termohon kurang perhatian kepada Pemohon seperti mencuci pakaian 

Pemohon dan menyiapkan makanan untuk Pemohon; 

- Termohon tidak suka dengan anak-anak bawaan Pemohon; 

- Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami, 

Termohon selalu mengikuti keinginan Termohon sendiri; 

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 

Desember 2014, berawal ketika Pemohon baru pulang dari berkunjung ke 

rumah anak bawaan Pemohon, ketika Pemohon sampai di rumah Termohon 

menyambut Pemohon dengan wajah yang cemberut, melihat Termohon 

cemberut Pemohon bertanya mengapa Termohon melihat Pemohon dengan 

wajah yang seperti itu, namun Termohon tidak terima dan marah dengan 

mengatakan Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan 

Pemohon, mendengar perkataan Termohon yang seperti itu Pemohon 

menjawab jika memang itu keputusan Termohon terserah dengan 

Termohon saja, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara 

Pemohon dan Termohon, keesokan harinya Pemohon langsung pulang ke 

rumah milik Pemohon di Kelurahan Pensiunan Belakang, sedangkan 

Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan 

Pensiunan Depan; 

7. Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada tanggal tanggal 29 Desember 2014 

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi yang  

sekarang sudah berjalan lebih kurang satu tahun empat bulan; 

8. Bahwa  tidak  ada  upaya  untuk  merukunkan rumah tangga Pemohon dan  

Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;- 

Disclaimer
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9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, 

Pemohon berkesimpulan  rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah 

tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang 

amarnya sebagai berikut; 

PRIMER : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon  untuk menjatuhkan talak satu raj'i 

terhadap Termohon Fatmawati Hara. S.Sos binti Supardi Hara di depan 

sidang Pengadilan Agama Curup; 

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

SUBSIDER : 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

       Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir 

menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula 

menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon  telah 

dipanggil secara resmi  dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup 

sesuai dengan relaas panggilan tanggal 14 April 2016 dan tanggal 28 April 

2016 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; 

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi 

tidak wajib dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan 

nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak 

berhasil, oleh karena itu  Majelis  Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini 

dengan terlebih dahulu dibacakan  surat permohonan Pemohon yang isinya 

tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa,  untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: 

A.  Bukti surat : 

      Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor  217/22/III/2007 yang dikeluarkan oleh  

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 172/Pdt.G/2016/PA Crp. 

 

 KUA Kecamatan  Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal  5 Maret 

2007 yang telah dinazagellen serta telah ternyata cocok dengan aslinya 

(bukti P); 

B.  Bukti saksi : 

     1.   Saksi ke 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat 

tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2004; 

- Bahwa,  saksi  kenal dengan Termohon bernama Fatmawati Hara;  

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah pada 

tahun 2007;   

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Temohon bertempat tinggal 

di rumah orang tua Termohon, tidak pernah berpindah-pindah sampai 

akhirnya berpisah; 

- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan rumah  kediaman 

bersama adalah Pemohon;  

- Bahwa Terrmohon pergi meninggalkan rumah sejak dua tahun yang 

lalu; 

- Bahwa Pemohon pergi karena Pemohon dengan Temohon sering 

bertengkar dan jika bertengkar Termohon sering minta cerai; 

- Bahwa penyebab bertengkar karena Termohon tidak senang dengan 

anak-anak bawaan Pemohon; 

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan namun 

tidak berhasil;     

2.  Saksi ke 2, umur 50 tahun, agama Islam perkerjaan wiraswsasta, 

bertempat tinggal di  Kabupaten  Kepahiang,  di bawah sumpahnya  

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1994; 

- Bahwa,  saksi  kenal dengan Termohon bernama Fatmawati Hara;  

Disclaimer
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- Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah 

tetapi saksi tahu Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 

2007;   

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Temohon bertempat tinggal 

di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah; 

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon  bepisah sejak dua tahun yang 

lalu;  

- Bahwa Pemohon pergi karena Pemohon dengan Temohon sering 

bertengkar dan jika bertengkar Termohon sering minta cerai; 

- Bahwa penyebab bertengkar karena Termohon tidak senang dengan 

anak-anak bawaan Pemohon; 

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan namun 

tidak berhasil;     

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap 

dengan permohonannya dan memohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang 

tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian tidak 

terpisahkan dari putusan ini;  

                                 PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas;  

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon 

tidak hadir dan tidak pula menyuruh  orang lain sebagai wakil atau kuasanya 

yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti 

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh 

hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai 

dengan ketentuan Pasal 26  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh 

karena itu harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan 

patut, tidak hadir; 
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, 

maka sesuai maksud Pasal 150 ayat (1) R.Bg. perkara diperiksa tanpa hadirnya 

Termohon dan dapat diputus dengan verstek; 

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka 

sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung 

RI Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak wajib dilaksanakan, namun Majelis 

Hakim  tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan  

Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;  

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah 

Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan 

rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama satu 

tahun setelah itu sering bertengkar disebabkan Termohon kurang perhatian 

kepada Pemohon seperti mencuci pakaian Pemohon dan menyiapkan 

makanan untuk Pemohon, Termohon tidak suka dengan anak bawaan 

Pemohon, Terrmohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami, 

Termohon selalu mengikuti keinginan Temohon sendiri, puncaknya 

pertengkatan terjadi pada tanggal 29 Desember 2014 dan keesokan harinya 

Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan 

sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling 

memperdulikan lagi; 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, 

Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang  

Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui  seluruh dalil-

dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul 

Qur'an Juz II halaman 405  yang berbunyi: 

 له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من

Artinya: Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi 

tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya 

menjadi gugur;                      

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian 

Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon 

dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan  
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berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  H ukum   Islam   pernikahan   harus  

dibuktikan dengan Akta Nikah;                    

Menimbang, bahwa berdasarkan  bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta 

Nikah yang telah dinazagelen dan telah ternyata cocok dengan aslinya serta 

isinya relevan dengan dalil posita permohonan  Pemohon sehingga  telah 

memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud pasal 

284 dan 285 RBg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh 

karenanya dapat dijadikan  sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti 

tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah 

suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam 

perkara ini; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini  Pemohon telah mengajukan dua 

orang saksi; 

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan 

memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan 

berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri 

dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain 

bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim 

menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan 

materiil  alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg 

sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat 

bukti yang diajukan Pemohon  diperoleh fakta-fakta  sebagai berikut:  

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang 

menikah pada tanggal 5 Maret 2007; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 

tahun 4 bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah 

berhubungan  selayaknya suami istri;   

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan 

Termohon, tetapi tidak berhasil; 

  Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah 

berpisah selama 1 tahun 4 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan 
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dari salah satu pihak untuk tinggal bersama selayaknya suami istri, maka  

majelis hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan 

Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua 

aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman 

yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk 

keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah 

seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan 

istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat 

dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi 

ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut; 

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan 

kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, 

tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam 

pertimbangannya antara lain menyatakan: ”Bahwa suami isteri yang tidak 

berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, 

maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah 

memenuhi alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975“ ; 

Menimbang, bahwa terhadap fakta tidak berhasilnya usaha  keluarga 

dekat Pemohon dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon, majelis hakim 

menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk 

menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga, 

petunjuk ini dikuatkan juga oleh adanya keinginan kuat Pemohon untuk bercerai 

dengan Termohon sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Pemohon; 

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting 

mengemukakan petunjuk Allah dalam surah al-Baqarah ayat 227 berikut : 

 وانۡعزمواۡالطلاقۡفإنۡاللهۡسميعۡعليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim 

menilai dan berpendapat bahwa perkawinan  Pemohon  dan  Termohon  telah 
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pecah  dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan 

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, dan 

mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, 

dikhawatirkan justru akan  menimbulkan  kemudharatan bagi kedua belah 

pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua 

belah pihak adalah perceraian;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan alasan 

permohonannya dan permohonan Pemohon telah beralasan hukum karena 

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat  (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 

116 huruf f  Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak, karenanya 

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin  kepada 

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan 

sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan  hukum tetap 

pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 

dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir denganUndang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009,  Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera 

Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak 

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang 

wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon  dan tempat 

perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan 

untuk itu; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009 maka biaya yang timbul  dalam perkara ini dibebankan kepada 

Pemohon yang besarnya sebagaimana  tercantum dalam amar putusan ini; 
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Mengingat,  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk 

datang menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama  

Curup; 

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk 

mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, 

Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk 

itu; 

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1437 Hijriyah oleh kami kami Dra. Orba 

Susilawati, M.H.I., sebagai Ketua Majelis,  Dra. Raden Ayu Husna, AR.    dan  

Abd. Samad A. Azis, S.H.  masing-masing sebagai Hakim Anggota,  yang 

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili 

perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 

215/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 8 April  2016,  putusan tersebut pada hari itu 

juga diucapkan oleh Ketua Majelis  dalam    sidang    terbuka   untuk umum 

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,  dibantu oleh Marina, S.H.,  sebagai  

panitera   pengganti   Pengadilan   Agama   tersebut,   serta dihadiri pula oleh 

Pemohon  tanpa hadirnya Termohon; 

Ketua Majelis, 
 
 
 

Dra. Orba Susilawati, M.H.I., 
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Hakim Anggota, 

 

 

Dra. Raden Ayu Husna, AR.     

Hakim Anggota, 

 

 

Abd. Samad A. Azis, S.H. 

 

Panitera  Pengganti, 

                                                         

 

Marina, S.H. 

 

 

Perincian Biaya Perkara : 

10. Biaya Pendaftaran = Rp.   30.000,- 

11. Biaya Proses = Rp.   50.000,- 

12. Biaya Panggilan   = Rp. 270.000,-   

13. Biaya Redaksi = Rp.     5.000,-    

14. Biaya Meterai = Rp.     6.000,- 

J u m l a h  = Rp. 361.000,- 

     (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) 
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